BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI DOMPU,

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 154 dan Pasal 160,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan
mendahului  penetapan peraturan daerah tentang
perubahan APBD;

bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
disebabkan adanya perubahan rencana anggaran belanja
pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Dompu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Dompu Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



Menetapkan

13.

14.

15.

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 36 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 61) diubah, sebagai
berikut :
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 huruf a angka 1), sampai dengan angka 5)
dan angka 2 huruf b angka 1), sampai dengan angka 3) diubah, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

1.

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan

Rp. 80.020.464.024,00
Rp.900.776.658.020.00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.115.390.922.389.00

Jumlah Pendapatan

2. Belanja:

Rp.1.096.188.044.433.00

a. Belanja Tidak Langsung

1).Belanja Pegawai

Rp 553.784.822.277.00

2) Belanja Hibah Rp. 9.472.596.562.00
3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov.- Rp.112.599.113.900,00
Kabupaten/Kota dan Pemdes

4) Belanja Tidak Terduga

Rp 27.853.611.500,00

Jumlah belanja tidak langsung Rp.703.710.144.239,00

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 47.334.332.529.00

2) Belanja Barang dan Jasa

Rp.159.667.638.389.00

3) Belanja Modal Rp.212.764.310.576.00




Jumlah Belanja Langsung Rp.419.766.281.494.00

Jumlah Belanja Rp 1.123.476.425.733,00
Surplus / ( Defisit ) Rp (27.288.381.300,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp.36.788.381.300,00
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Rp.36.788.381.300,00
sebelumnya
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp.9.500.000.000,00
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah
Daerah Rp.9.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp.27.288.381.300,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 00

2. Sebagian lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang fnengetah_uinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal % - < - 2016

BUPATI DOMPU,

~"

H. BAMBANG M. YASIN
Diundangkan di Dompu

pada tanggal /6 - ¢ 2016

SEKRETARIS DAER/ 3UUPATEN DOMPU,

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR, £



